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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE ON THE 

MAQASID SHARIAH INDEX WITH FIRM SIZE AND FIRM AGE AS 

CONTROL VARIABLES (A STUDY ON ISLAMIC BANKS REGISTERED 

WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY) 

 

By 

 

MEISYA SURYA ISLAMI 

 

This  study  aims  to  examine  the  influence  of  Islamic  Corporate  Governance  

on  the  performance  of Maqasid Shariah in Islamic Commercial Banks in 

Indonesia. The performance of Maqasid Shariah is measured using the Maqasid 

Shariah Index, which consists of three main dimensions: educating individuals, 

establishing justice,  and  promoting  public  interest.  The  independent  variables  

in  this  study  include  components  of  Islamic Corporate  Governance,  namely  

the  Board  of  Commissioners,  the  Sharia  Supervisory  Board,  and  Independent 

Commissioners. Firm  size and firm age are employed as control variables. The 

study uses a sample of Islamic Commercial  Banks  in  Indonesia  that  are  

registered  with  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  during  the period  of  

2021–2023,  with  a  total  of  33  data  observations.  Data  analysis  was  conducted  

using  panel  data regression with the Stata 17 application. The results indicate that 

the Board of Commissioners and Independent Commissioners do not have a 

significant effect on Maqasid Shariah performance, while the Sharia Supervisory 

Board  has  a  significant  negative  effect  on  the  Maqasid  Shariah  performance  

of  Islamic  Commercial  Banks  in Indonesia registered with the Financial Services 

Authority (OJK). 

 

Keywords: Islamic Corporate Governance, Maqasid   Shariah index,   Board   of   

Commissioners, Sharia Supervisory Board, Independent Commissioners. 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

MAQASID SYARIAH INDEX DENGAN UKURAN PERUSAHAAN DAN 

UMUR PERUSAHAAN  SEBAGAI VARIABEL KONTROL 

(Studi  Pada Perbankan Syariah Yang Terdatar di Otoritas Jasa Keuangan) 

 

Oleh  

 

MEISYA SURYA ISLAMI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance 

terhadap Kinerja Maqasid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam 

penelitian ini, Maqasid Syariah diukur dengan menggunakan Maqasid Syariah 

Index yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu mendidik individu, menegakan 

keadilan, dan kepentingan publik. Sebagai variabel independen, penelitian ini 

mengeksplorasi peran komponen Islamic  Corporate  Governance,  yang  terdiri  

dari  Dewan  Komisaris,  Dewan  Pengawas  Syariah,  dan  Komisaris Independen 

serta  ukuran  perusahaan  dan  umur  perusahaan  digunakan  sebagai  variabel  

kontrol. Penelitian  ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah di indonesia 

Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021-2023, dengan 

total 33 observasi data. Metode analisis data dilakukan dengan Analisis regresi data 

panel  dengan  menggunakan  aplikasi  Stata  17.  Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa  Dewan  Komisaris  dan komisaris   independen   tidak   berpengaruh   

signifikan   terhadap   kinerja   maqasid   Syariah, sedangkan   Dewan pengawas  

syariah  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja Maqasid  Syariah pada  

Bank  Umum  syariah indonesia yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan(OJK). 

 

Kata  kunci: Islamic  Corporate  Governance,Maqasid  Syariah  Index,  Dewan  

Komisaris,  Dewan  Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Independen 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam 

terbesar di dunia (SGIE, 2023). Berdasarkan hal tersebut, kalangan intelektual, 

akademisi, dan ulama mempunyai keinginan untuk membangun sistem keuangan 

berbasis syariah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia, 

dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip nilai islam yang melarang adanya riba 

(bunga). Dalam hal mewujudkannya, Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh 

pemerintah serta sejumlah tokoh muslim, membentuk sistem perbankan dengan 

berazaskan syariah atau yang biasa dikenal dengan Perbankan Syariah. Perbankan 

Syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal 

ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur dalam 

menjalankan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. 

Pertumbuhan Bank Syariah yang pesat dapat dilihat dari peningkatan aset 

dan pangsa pasar. Meskipun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dan 

mendapat dukungan kuat dari masyarakat serta regulasi pemerintah, masih terdapat 

isu penting dalam hal pengukuran kinerja bank syariah. Selama ini, penilaian 

kinerja Bank Syariah biasanya hanya dilihat dari indikator keuangan seperti ROA 

dan ROE, yang penilaiannya sama dengan bank konvensional (Tubarad et al.,2023). 

Namun, jika hanya mengacu pada aspek-aspek tersebut, maka tidak akan berbeda 

antara Bank Syariah dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada 

pencarian laba semata, dimana hal ini tidak sesuai dengan  tujuan awal dibentuknya 

Bank Syariah. Oleh karna itu, perlu adanya kerangka kerja yang komprehensif 
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untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengevaluasi 

Bank Syariah berdasarkan kepatuhan mereka terhadap Maqasid Syariah 

(Oktaviyanti, 2019).   

Untuk mewujudkan Maqasid Syariah dalam praktik perbankan syariah, 

dibutuhkan tata kelola perusahaan yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, 

yaitu Islamic Corporate Governance (Bhatti & Bhatti, 2009). Namun, praktik di 

lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola masih menjadi titik 

lemah. Kasus seperti Bank Lippo yang bermasalah karena ketidaktransparanan 

pengelolaan keuangan, serta kasus Bank Century yang menunjukkan lemahnya 

peran pengawasan dewan komisaris, menjadi contoh konkret lemahnya penerapan 

tata kelola, yang akhirnya berdampak pada stabilitas dan kepercayaan publik. 

Meskipun kasus tersebut terjadi pada bank konvensional, hal serupa berpotensi 

terjadi di bank syariah jika tata kelola tidak diperkuat (Supatminingsih et al., 2019).  

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ICG belum optimal, dan perlu 

diteliti lebih lanjut bagaimana elemen-elemen dalam ICG seperti Dewan Pengawas 

Syariah, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen benar-benar dapat 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan syariah (Berhe, 2023).  

Beberapa penelitian tentang tata kelola perbankan syariah dan Maqasid 

Syariah dapat ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dari 

Frima (2019), Kholid & Bachtiar (2015) membuktikan bahwa jumlah anggota 

dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan Maqasid 

Syariah. Tetapi, hasil penelitian dari Oktaviyanti (2019), Rahma & Arifin 

(2022)menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja 

Maqasid Syariah. 

Faktor lain yang dapat menilai kinerja perbankan syariah yaitu Dewan 

Pengawas Syariah, Semakin besar jumlah Dewan Pengawas Syariah, semakin 

meningkat pula kualitas kinerja yang dihasilkan, karena adanya kontribusi dari 

pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian dariRahma & Arifin (2022), Frima (2019)dan Sulistyawati et al. 

(2020) yang menyatakan bahwa  Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap 

kinerja Maqasid Syariah. Tetapi berbeda dengan hasil sebelumnya penelitian 
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Kholid & Bachtiar (2015), Oktaviyanti (2019) menemukan bahwa jumlah DPS 

tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan Maqasid Syariah, Hal ini 

kemungkinan terjadi karena jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Indonesia 

yang masih minim. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahzar et al. (2021), Agustina & 

Maria (2017)menunjukan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh 

terhadap kinerja yang diukur dengan Maqasid Syariah. Tetapi, lain halnya dengan 

penelitian  Husna (2022)yang menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan Maqasid 

Syariah.  

Penelitian ini berfokus pada  perbankan umum syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia pada periode 2021-2023. Sampel Bank 

Syariah dipilih karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan bank konvensional, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang 

menjadi landasan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, 

gharar, dan maysir, serta komitmen untuk mencapai tujuan Maqasid Syariah, yaitu 

kemaslahatan umat melalui keberlanjutan ekonomi, sosial, dan keadilan. Penelitian 

ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel 

kontrol untuk menghindari potensi bias pada hasil penelitian yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut maka  penulis  melakukan penelitian ini dengan judul 

“Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index 

Dengan Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol 

(Studi Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

Tahun 2021-2023)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja Maqasid Syariah 

Index? 

2. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Maqasid 

Syariah Index? 

3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja Maqasid 

Syariah Index? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap Maqasid Syariah 

Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Maqasid 

Syariah Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

3. Untuk menganalisis Dewan Komisaris Independen terhadap Maqasid Syariah 

Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak, 

terutama para pengguna dan penyedia jasa perbankan syariah. Hasil penelitian 

dapat menjadi panduan penting dalam menilai serta meningkatkan kinerja bank 

syariah melalui pendekatan Maqasid Syariah, yang lebih selaras dengan prinsip dan 

tujuan syariah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

penyedia layanan bank syariah untuk menyusun strategi manajemen yang lebih 

baik serta mengoptimalkan implementasi Islamic Corporate Governance. Hal ini 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya 

berorientasi pada profitabilitas tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah.  

2. Manfaat Akademik 

Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait 

pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Maqasid Syariah dengan size 

perusahaan dan aumur perusahaansebagai variabel kontrol. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan dalam bidang keuangan 

Islam. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara pemilik dan pengelola suatu organisasi. Salah satu 

pengembangan penting dari teori ini dikemukakan oleh Fama & Jensen (1983), 

yang menjelaskan bahwa dalam organisasi modern, terutama perusahaan besar, 

sering terjadi pemisahan antara kepemilikan (ownership) dan pengendalian 

(control). Pemilik modal (prinsipal) tidak secara langsung mengelola perusahaan, 

melainkan menyerahkan pengelolaan tersebut kepada manajemen (agen). 

Menurut Fama & Jensen (1983) permasalahan agensi muncul karena 

terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, terutama ketika 

informasi yang dimiliki agen lebih banyak daripada yang diketahui oleh prinsipal. 

Untuk meminimalkan risiko konflik dan penyimpangan oleh agen, Fama dan 

Jensen menekankan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan dan 

pengawasan, khususnya melalui pemisahan yang jelas antara pihak yang membuat 

keputusan (decision management) dan pihak yang menyetujui atau mengawasi 

keputusan tersebut (decision control). 

Mekanisme pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui struktur organisasi 

yang efektif, seperti dewan komisaris, komite audit, dan pengawas independen. 

Dalam konteks perbankan syariah, pengawasan tidak hanya bersifat finansial, tetapi 
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juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. agar pengelolaan bank 

syariah tidak hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi juga 

memenuhi tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), 

termasuk nasabah, masyarakat, dan regulator. Hal ini sejalan dengan tujuan utama 

perbankan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, sebagaimana 

diukur melalui pendekatan Maqasid Syariah Index (Suheny, 2019). 

2.1.2 Sharia Enterprise Theory 

Shariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2001) 

sebagai sebuah pendekatan baru dalam akuntansi syariah dan menekankan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya kepada pemilik modal, 

tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk 

masyarakat (ummah), lingkungan, dan yang paling utama adalah Allah SWT. 

Secara prinsip, teori ini menekankan bahwa tanggung jawab utama 

perusahaan adalah kepada Allah SWT (vertikal), yang kemudian diterjemahkan 

dalam bentuk tanggung jawab terhadap umat manusia dan alam (horizontal). Dalam 

hal ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, 

tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan 

bertugas sebagai khalifah di bumi yang menjalankan amanah Allah untuk 

memastikan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Dengan 

demikian, SET mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya bertanggung jawab 

terhadap pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan hidup 

yang adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang(Triyuwono, 2001). 

2.2. Perbankan Syariah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, istilah Perbankan Syariah mencakup segala hal yang 

berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini meliputi aspek 

kelembagaan, jenis kegiatan usaha, serta mekanisme dan prosedur operasional yang 
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dijalankan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang 

menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, Bank 

Syariah terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri merujuk pada unit kerja di kantor pusat 

bank umum konvensional yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 

berbasis syariah. Selain itu, UUS juga dapat berupa unit kerja di kantor cabang bank 

konvensional yang berlokasi di luar negeri dan berfungsi sebagai kantor induk bagi 

kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah lainnya. Bank Syariah memiliki 

tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan 

mengedepankan nilai-nilai keadilan, semangat kebersamaan, serta pemerataan 

kesejahteraan bagi masyarakat 

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada prinsip keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, 

perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan 

ekonomi yang adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta prinsip 

kehati-hatian. 

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk menjalankan 

fungsi  baik menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. 

2. Bank Syariah dan UUS juga dapat melaksanakan fungsi- fungsi sosial dengan 

membentuk lembaga penerima zakat (baitul mal), yang bertugas menerima 

dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau bentuk dana sosial lainnya, 

kemudian menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat. 

3. Bank Syariah dan UUS bisa mengelola dana sosial berupa wakaf uang, yang 

kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan 
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pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, sebagaimana disebutkan 

dalam poin kedua dan ketiga, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2.3. Maqasid Syariah 

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam Islam yang asal usulnya sudah 

ada sejak dimulainya proses tahap awal diberlakukannya aturan hukum Islam yang 

merujuk pada tujuan utama yang ditetapkan oleh syariat Islam, di mana mencakup 

kesejahtraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat melalui perlindungan 

terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, akal, 

memelihara harta, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara 

jiwa(Busyro, 2019).  

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah 

merupakan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk 

memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun 

di akhirat (Oktaviyanti, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur kegiatan perbankan syariah harus 

dilandasi oleh prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan dan memberikan manfaat 

seluruh masyarakat. 

2.3.1 Maqasid Syariah Index 

Maqasid Syariah Index merupakan kerangka pengukuran kinerja yang 

digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan Islam mematuhi 

tujuan-tujuan syariah yang diturunkan dari Maqasid Syariah di dalam menjalankan 

oprasionalnya (Mohammed et al., 2008). Untuk itu,Mohammed, Razak, et 

al.(2008)mengembangkan evaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan 

Maqasid Syariah Index yang merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Abu 

Zahrah, yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu: 

1. Mendidik Individu (Tahdzib Al- Fard) 
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Mendidik Individu bertujuan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sekaligus membangun masyarakat yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang tujuan serta beragam jenis produk yang ada pada bank 

syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank syariah perlu menyusun program 

pendidikan (education grant) dan pelatihan guna menghasilkan tenaga  kerja 

yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mempunyai pengetahuan 

dan nilai moral yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu bank syariah juga 

harus menyampaikan inormasi secara efektif kepada para pemangku 

kepentingan (Stakeholder), sehingga pengetahuan mengenai produk dan 

layanan yang ditawarkan dapat tersebar dengan baik. 

2. Menjaga Keadilan  

Bertujuan menekankan pentingnya peran bank syariah, setiap transaksi bisnis 

harus dijalankan secara adil dan transparan. Hal ini  mencangkup keadilan 

dalam aspek harga, jenis produk, ketentuan, hingga kontrak yang ditawarkan. 

Berdasarkan hal tersebut, bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh produk 

atau layanan yang diberikan tidak menimbulkan peluang terjadinya 

penyimpangan, seperti kelalaian ketidakadilan, praktik riba, maupun tindakan 

korupsi. Komitmen ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan 

masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

3. Kepentingan Publik 

Tujuan ketiga ini menegaskan bahwa dalam menjalankan oprasionalnya, bank 

syariah harus berfokus pada memberikan manfaat melalui produk dan layanan 

yang ditawarkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip ini dapat terlihat, 

misalnya, melalui pembiayaan perumahan dengan harga terjangkau, investasi 

di sektor riil seperti pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, 

manufaktur, serta dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah 

(UKM). 

Berdasarkan hal diatas Elemen-elemen dalam pengukuran Maqasid Syariah Index 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Rasio Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah 

Konsep 

(Tujuan) 
Dimensi Elemen Rasio Kinerja 

 

 

 

 

Mendidik 

Individu 

 

D1. Kemajuan 

pengetahuan 

E1.Bantuan 

pendidikan 

R1.Bantuan pendidikan/total 

biaya 

E2.Penelitian R2.Biaya penelitian/total biaya 

D2.Peningkatan 

keahlian 

E3.Pelatihan R3.Biaya pelatihan/total biaya 

D3.Meningkatkan 

kesadaran akan 

bank syariah islam 

E4.Publikasi R4.Biaya promosi/total biaya 

 

 

 

 

 

Membangun 

Keadilan 

D4.Kontrak yang 

adil 

E5.Fair Return R5.Laba bersih/total 

pendapatan 

D5.Jasa dan 

produk yang 

terjangkau 

E6.Harga yang 

terjangkau 

R6.Total pembiayaan& piutang 

bersih/total 

pembiayaan&piutang 

D6.Menghilangkan 

ketidakadilan 

E7.Produk 

bebas bunga 

R7.Pendapatan bebas 

bunga/total pendapatan 

 

 

 

Kepemilikan 

Publik 

D7.Profitabilitas E8.Rasio laba R8.Laba bersih/total aset 

D8.Distribusi 

pendapatan dan 

kesejahtraan 

E9.Pendapatan 

individu 

R9.Zakat/Laba Bersih 

D9.Investasi dalam 

sektor riil 

E10.Rasio 

investasi di 

sektor riil 

R10. Total investasi sektor 

riil/total aset 

Sumber: Mohammed et al. (2008) 

2.4. Islamic Corporate Governance 

Bhatti & Bhatti (2009) mendefinisikan Islamic Corporate Governance 

(ICG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip syariah, Islamic Corporate Governance (ICG) memiliki tujuan yang sejalan 

dengan tata kelola perusahaan konvensional atau Corporate Governance, yaitu 

memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan 
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para pemangku kepentingan. Namun, perbedaannya terletak pada dasar yang 

digunakan, di mana ICG berlandaskan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip syariah 

dalam setiap praktiknya. 

ICG dapat dianggap sebagai pengembangan dari corporate governance 

konvensional, dengan tambahan dimensi moral dan etika Islam dalam 

penerapannya. Sistem ini tidak hanya berfokus pada perlindungan hak pemegang 

saham, tetapi juga menekankan kesejahteraan masyarakat secara luas(Falah, 2024) 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), GCG 

adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur hubungan antara 

pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, karyawan, pemerintah, dan pihak-

pihak berkepentingan lainnya (stakeholders), yang mencakup hak, kewajiban, serta 

mekanisme pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Sebagai lembaga keuangan 

berbasis syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam 

mengedepankan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga 

prinsip ICG harus diterapkan dalam setiap aspek manajemennya. Tata kelola ini 

berlandaskan pada sifat-sifat Rasulullah SAW yang menjadi panduan dalam 

menjalankan kepemimpinan dan bisnis yang berintegritas yaitu: 

1. Kejujuran (Shiddiq): Prinsip kejujuran merupakan aspek mendasar dalam bisnis 

Islam. Setiap keputusan dan aktivitas perusahaan harus dilandasi dengan 

kebenaran dan transparansi, baik dalam pelaporan keuangan, pengelolaan dana, 

maupun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dalam operasional bank 

syariah, kejujuran sangat penting, terutama dalam penyampaian informasi 

kepada nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap produk 

perbankan syariah harus dijelaskan secara transparan, tanpa ada unsur penipuan 

atau ketidakjelasan (gharar). Kejujuran juga harus tercermin dalam laporan 

keuangan bank yang harus disusun secara akurat dan terbuka agar dapat 

dipercaya oleh masyarakat. 

2. Kepercayaan (Amanah): Prinsip amanah menekankan pada kepercayaan dan 

tanggung jawab. Dalam konteks perbankan syariah, bank syariah memiliki 

amanah besar dalam mengelola dana nasabah yang disimpan dalam bentuk 

tabungan, deposito mudharabah, atau investasi lainnya. Manajemen bank harus 
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menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa dana 

yang dihimpun digunakan untuk investasi yang halal dan sesuai dengan syariah. 

Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat bergantung pada sejauh 

mana prinsip amanah ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan. 

3. Menyampaikan(Tabligh): Prinsip tabligh dalam islam yaitu menyampaikan, 

yang artinya menyampaikan informasi dengan benar dan jelas. Dalam 

perbankan syariah, tabligh diwujudkan dalam bentuk transparansi terhadap 

seluruh aktivitas perbankan, baik kepada nasabah, investor, maupun regulator. 

Bank syariah harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan 

produk dan layanan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

4. Cerdas(Fathonah): Dalam islam, fathonah berarti kecerdasan dalam berpikir 

dan bertindak. Sifat ini sangat penting dalam kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan, terutama dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Dalam 

perbankan syariah, fathonah mencerminkan kompetensi manajemen dalam 

mengelola bank secara profesional agar tetap kompetitif di tengah persaingan 

industri keuangan. Manajemen bank syariah harus mampu mengembangkan 

strategi bisnis yang inovatif dan efisien, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-

prinsip syariah. Selain itu, fathonah juga mencakup kemampuan dalam 

manajemen risiko, pengelolaan investasi, serta penyesuaian dengan 

perkembangan teknologi agar layanan bank syariah tetap relevan dengan 

kebutuhan masyarakat modern. 

Dalam penelitian ini, mekanisme ICG mencakup dewan komisaris, dewan 

pengawas syariah, dewan komisaris independen. 

1. Dewan Komisaris 

      Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, dewan komisaris 

merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas mengawasi secara umum 

maupun khusus sesuai anggaran dasar perusahaan. Dewan ini memberikan 

nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(PT). Jumlah anggota dewan komisaris di bank minimal tiga orang dan 
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maksimal setara dengan jumlah direksi. Dewan ini harus terdiri dari komisaris 

independen dan komisaris non-independen. 

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  

      Bank syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional, 

yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah 

diwajibkan memiliki DPS selain dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, DPS bertugas memberikan saran kepada 

direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS 

minimal terdiri dari setidaknya dua anggota, dan jumlahnya tidak boleh lebih 

dari 50% jumlah direksi. 

3. Dewan Komisaris Independen  

      Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki 

hubungan finansial, manajerial, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga 

dengan direksi, dewan komisaris lain, atau pemegang saham pengendali yang 

dapat memengaruhi independensinya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014, jumlah komisaris independen 

harus mencapai setidaknya 30% dari total anggota dewan komisaris. Komisaris 

independen berfungsi mengawasi dan mewakili kepentingan debitur, kreditur, 

serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga berperan memastikan tata 

kelola perusahaan berjalan secara transparan dan akuntabel. 

 

2.5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (Firm Size) adalah ukuran yang mencerminkan skala 

besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat diukur melalui total aset dan 

ditentukan  menggunakan logaritma total aset (Novari & Lestari, 2016). Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar memiliki tata kelola yang lebih kompleks dan 

terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder. Selain itu, 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan besar cenderung lebih tinggi karena 

reputasi dan transparansi mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk 
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lebih efektif dalam mewujudkan tujuan Maqasid Syariah, seperti keadilan, 

kesejahteraan, dan keberlanjutan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Klasifikasi ukuran 

perusahaan di Indonesia dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu usaha mikro, 

usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. 

1. Usaha mikro merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau badan 

usaha perorangan dengan kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta (Lima puluh 

juta rupiah) di luar tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha, atau hasil 

penjualan tahunan tidak lebih dari 300 juta. 

2. Usaha kecil merpakan usaha mandiri yang berdiri sendiri, bukan merupakan 

anak perusahaan dan tidak terkait atau menjadi bagian dari usaha menengah 

atau besar, dengan aset bersih 50 juta hingga 500 diluar tanah dan bangunan 

tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar  

3. Usaha menengah merupakan usaha yang beroprasi mandiri yang berdiri sendiri, 

bukan merupakan anak perusahaan dan tidak terkait atau menjadi bagian dari 

usaha kecil atau besar, dengan aset bersih 500 juta hingga 10 diluar tanah dan 

bangunan yang digunakan untuk bisnis, atau hasil penjualan tahunan 2,5 miliar 

hingga 50 miliar. 

Usaha besar merupakan usaha yang dijalankan oleh badan usaha dengan aset bersih 

lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan, atau pendapatan tahunan lebih dari 

50 miliar. 

2.6. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan beroperasi 

sejak didirikan hingga saat ini. Faktor ini sering menjadi perhatian investor dalam 

menentukan keputusan investasi karena dapat mencerminkan stabilitas dan 

keberlanjutan bisnis perusahaan (Ansori & Fajri, 2018) 

Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang 

umumnya memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi persaingan serta 

mengelola berbagai tantangan industri. Keberlanjutan operasional yang baik 
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menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan 

dinamika pasar. Dalam konteks perbankan syariah, umur perusahaan berpotensi 

memengaruhi penerapan Islamic Corporate Governance dan pencapaian Maqasid 

Syariah(Setiawan, 2020). 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Hassan et 

al.(2017) 

Corporate 

Governance, 

Sharia 

Advisory 

Boards dan 

Islamic Bank’s 

Perormance 

DPS, Jumlah 

Dewan 

Komisaris dan 

Komisaris 

Independen 

Dewan Pengawas Syariah, 

Dewan Komisaris, dan 

Komisaris Independen 

memberikan pengaruh yang 

terhadap kinerja bank 

syariah di Pakistan selama 

periode 2011-2015 

 

 

 

2 Tubarad et 

al.(2023) 

Maqasid 

Mastery: 

Unveiling 

Islamic Banks’ 

Performance In 

Indonesia 

Penilaian 

Kinerja Bank 

Berdasarkan 

Maqasid Syariah 

Bank Panin Syariah 

memperoleh skor tertinggi 

dalam Maqasid Shariah 

Performance Index 

dibandingkan dengan 13  

bank syariah lainnya di 

Indonesia dalam rentang 

waktu sepuluh tahun 

penelitian. 

3 Kholid & 

Bachtiar 

(2015) 

Corporate 

Governance 

dan Kinerja 

Maqasid 

Syariah Bank 

Syariah di 

Indonesia 

Dewan 

Komisaris, 

komite Audit, 

Dewan 

Pengawas 

Syariah 

Dewan Komisaris 

memberikan pengaruh 

positif yang signifikan 

terhadap kinerja Maqasid 

Syariah, sementara Komite 

Audit menunjukkan 

pengaruh negatif yang 

signifikan. Di sisi lain, 

Dewan Pengawas Syariah 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap Maqasid Syariah 

4 Sulistyawa

ti et al. 

(2020) 

 

Telisik Faktor 

Pengaruh 

Kinerja 

Maqasid 

Syariah Bank 

Dewan 

Pengawas 

Syariah, Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit, 

Dewan Pengawas Syariah, 

Dewan Komisaris, Komite 

Audit, dan Dana Syirkah 

Temporer berkontribusi 

terhadap kinerja Maqasid 
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Syariah di 

Indonesia 

Rapat Komite 

Audit, Dana 

Syirkah 

Temporer. 

Syariah, sedangkan rapat 

Komite Audit tidak 

menunjukkan pengaruh 

terhadap kinerja tersebut. 

 

5 Heni & 

Emawati 

(2022) 

Islamic 

Corporate 

Goverance, 

Islamic Social 

Resporting dan 

Maqasid 

Syariah pada 

Bank Syariah 

di Indonesia 

Dewan Direksi, 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Pengawas 

Syariah, Islamic 

Social Reporting 

Kepemilikan Institusional 

dan Dewan Komisaris 

Independen secara signifikan 

memengaruhi kinerja 

Maqasid Syariah. 

Sebaliknya, Dewan Direksi, 

Komite Audit, Dewan 

Pengawas Syariah, dan 

Islamic Social Reporting 

tidak menunjukkan pengaruh 

signifikan. 

 

6 Rahma & 

Arifin 

(2022) 

Faktor- Faktor 

yang 

mempengaruhi 

kinerja yang 

diukur dengan 

Maqasid 

Syariah 

Dana Syirkah 

Temporer, 

Jumlah Dewan 

Komisaris, size 

Bank Syariah,  

ROA, Dewan 

Pengawas 

Syariah 

ROA dan Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap 

kinerja Maqasid Syariah. 

Namun, Dana Syirkah 

Temporer, ukuran bank 

syariah, dan Dewan 

Komisaris tidak memberikan 

pengaruh signifikan, 

 

7 Mohamme

d et 

al.(2008) 

The 

Performance 

Measures of 

Islamic 

Banking Based 

on the Maqasid 

Framework 

 

Pengukuran 

kinerja Bank 

Syariah dengan 

menggunakan 

Maqasid Syariah 

Tidak ada satu pun bank 

yang mampu menunjukkan 

kinerja tinggi jika dievaluasi 

melalui pendekatan Maqasid 

Syariah.  

 

8 Ahzar et 

al.(2021) 

Islamic 

Corporate 

Governance, 

Karakteristik 

DPS dan 

Kinerja 

Maqasid 

Syariah Index 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Kepemilikan 

Institusiona, 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Rangkap jabatan, 

Jumlah Dewan 

Direksi, Komite 

Audit, Ukuran 

Dewan 

Pengawas 

Syariah, Rapat 

DPS 

Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris 

Independen, dan Rangkap 

Jabatan memiliki pengaruh 

positif yang signifikan 

terhadap Maqasid Syariah. 

Namun, Dewan Direksi, 

Komite Audit, Dewan 

Pengawas Syariah, dan rapat 

Dewan Pengawas Syariah 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

 

9 Putri & 

Darwanto 

(2024) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

DPS: 

Keanggotaan 

silang, 

Kualifikasi 

Dewan Pengawas Syariah, 

keanggotaan silang DPS, 

reputasi DPS, dan kualifikasi 

pendidikan memberikan 
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Kinerja Pada 

Unit Usaha 

Syariah 

Perbankan 

Indonesia: yang 

di ukur dengan 

Maqasid 

Syariah Index 

Pendidikan, 

Reputasi, 

Keahlian, 

Perubahan 

Komposisi, 

Dewan 

Komisaris, 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

pengaruh signifikan terhadap 

Maqasid Syariah. Namun, 

Dewan Komisaris 

memberikan pengaruh 

negatif, sementara keahlian 

DPS dan komposisi DPS 

tidak menunjukkan pengaruh 

terhadap Maqasid Syariah. 

 

 

10 Putri,H 

(2022) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan di 

Bank Syariah 

Asia Tenggara 

Jumlah Dewan 

Pengawas 

Syariah, Jumlah 

Dewan Direksi, 

Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit, 

Komite 

Remunerasi dan 

Nominasi, 

Komite 

Pemantauan 

Risiko 

Dewan Pengawas Syariah, 

Dewan Direksi, Dewan 

Komisaris, Komite  

Remunerasi dan Nominasi, 

serta Komite Pemantauan 

Risiko berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

(ROA). Sebaliknya, Komite 

Audit tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

 

Sumber: Data Diolah (2024). 
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2.8. Karangka Pemikiran 

 

              Variabel Independen 

                                                     H1 

                                                                              

                                                     H2                                          Variabel Dependen 

                                                            

                                                     H3          

 

                                                                                                    

    Variabel Kontrol                                   

                                                            

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

Dewan Pengawas 

Syariah (X2) 

Dewan Komisaris 

Independen (X3) 

  Maqasid Syariah 

(Y) 

 

Ukuran Perusahaan 

(X4) 

Dewan Komisaris(X1) 

Umur Perusahaan 

(X5) 
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2.9. Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Maqasid Syariah  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, Dewan 

Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas mengawasi secara 

umum maupun khusus sesuai anggaran dasar perusahaan. Dewan ini memberikan 

nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, di dalam penelitian ini 

Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Semakin 

banyak jumlah dewan komisaris, maka semakin besar potensi efektifitas 

pemantauan yang dapat dilakukan dan memungkinkan mendapatkan informasi 

yang lebih banyak terkait berbagai hal yang mempengaruhi perusahaan seperti 

teknologi, market dan lain-lain.  

Dalam teori agensi Dewan Komisaris berfungsi sebagai bagian dari 

mekanisme pengawasan (decision control) yang penting untuk meminimalkan 

potensi konflik antara agen dan prinsipal. Dewan komisaris  yang menjalankan 

fungsi pengawasan secara efektif, dapat memastikan bahwa manajemen 

menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemangku 

kepentingan(Stakeholders) termasuk nilai-nilai syariah 

Kholid & Bachtiar (2015) Melakukan penelitian terhadap sembilan (9) 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014 dan penelitian Ahzar et 

al.(2021) yang melakukan penelitian pada  bank syariah di Indonesia pada periode 

2015-2019 menemukan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh  positif 

terhadap kinerja Maqasid Syariah pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hal  

tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqasid 

Syariah pada bank umum syariah 
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2.9.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Maqasid Syariah 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Dewan 

Pengawas Syariah memiliki peran krusial di dalam memastikan bahwa operasional 

bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran mereka mencakup 

memberikan pengawasan terkait kepatuhan bank terhadap prinsip syariah yang 

mencangkup kepatuhan terhadap hukum islam, keadilan sosial, dan kesejahtraan 

masyarakat. DPS juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berperan 

menjaga kesesuaian kebijakan manajemen dengan prinsip syariah dan tujuan 

pemangku kepentingan. Sesuai dengan Sharia Enterprise Theory, DPS bukan 

hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh keputusan 

perusahaan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan memperkuat tanggung 

jawab spiritual 

DPS memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga 

keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial perusahaan dan memastikan bahwa 

seluruh aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas, selaras dengan Maqasid Syariah. Oleh 

karena itu, semakin banyak jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, maka 

pengawasan terhadap operasional bank syariah akan semakin baik yang selanjutnya 

akan meningkatkan kinerja bank syariah (Muttakin & Ullah, 2012) 

Hassan et al.(2017)  meneliti Bank Syariah di Pakistan periode 2011-2015 

dan peneliti Rahma & Arifin (2022) yang meneliti 14 Bank Syariah periode  2014-

2019 menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja Bank Syariah. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah 

H2 : Dewan Pengawa Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

Maqasid Syariah pada Bank syariah. 
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2.9.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Maqasid Syariah 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, jabatan manajerial, kepemilikan saham, atau 

hubungan keluarga dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau 

pemegang saham pengendali. Selain itu, tidak ada hubungan lain dengan Bank  

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara objektif dan 

independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03./2016). 

Dengan perannya, Komisaris Independen diharapkan dapat menjalankan 

fungsi pengawasan yang tidak bias untuk mengurangi konflik kepentingan yang 

mungkin muncul antara agen dan prinsipal. Keberadaan mereka menjadi bagian 

dari struktur kontrol yang menjaga agar keputusan manajemen tetap berada dalam 

koridor tata kelola yang baik. Dengan demikian, komisaris independen yang efektif 

dapat meningkatkan Maqasid Syariah melalui pengawasan yang lebih objektif dan 

sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah .  

Hasil penelitian Agustina & Maria (2017) dan Ahzar et al.(2021) 

Menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan Maqasid Syariah pada bank syariah. Berdasarkan hal  tersebut, hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah:  

H3 : Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja  

Maqasid Syariah pada Bank Umum Syariah. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 

sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

sekunder di dalam penelitian ini di dapatkan dari laporan tahunan perbankan 

syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021-

2023. Sumber data tersebut didapat dari situs website resmi Otoritas Jasa Keuangan 

serta situs web resmi masing-masing perusahaan perbankan syariah yang 

bersangkutan dalam penelitian ini. 

3.2. Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di OJK pada periode 2021-2023. Pemilihan periode ini didasarkan 

pada adanya merger tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, 

dan BRI Syariah, yang resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia pada awal 

2021, sehingga penggunaan data sebelum tahun 2021 kurang relevan. Dalam proses 

pemilihan dan menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan penggunaan beberapa kriteria, yaitu: 

1. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan 

keuangan secara konsisten dan dapat di akses pada web masing-masing 

selama periode 2021-2023. 
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2. Bank Umum Syariah Yang beroprasi selama periode penelitian 2021, 2022 

dan 2023. 

3. Bank Umum Syariah yang meyajikan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian selama periode 2021-2023. 

Tabel 3. 1 Hasil Purposive Sampling 

Keterangan Jumlah Bank 

Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK  14 

Bank yang tidak menyajikan annual report lengkap berturut turut 

pada periode 2021-2023 

  (3) 

Jumlah Sampel 11 

Sumber: Data Diolah, 2025 

Tabel 3. 2 Data Sampel Penelitian 

No Kode Nama Bank 

1 BSI Bank Syariah Indonesia 

2 BCAS Bank Central Asia Syarah 

3 BMI Bank Muamalat Indonesia 

4 BMS Bank Mega Syariah 

5 BAS Bank Aladin Syariah 

6 BVS Bank Victoria Syariah 

7 BPDS Bank Panin Dubai Syariah 

8 BTPNS Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 

9 BKBS Bank KB Bukopin Syariah 

10 BACS Bank Aceh Syariah 

11 BNS Bank Nusa Tenggara Barat Syariah 

Sumber: Data Diolah, 2025 
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3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen) dalam penelitian ini adalah kinerja Maqasid Syariah 

Index. Pengukuran kinerja Maqasid Syariah dalam penelitian ini merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Mohammed & Taib (2015) serta Mohammed et 

al.(2008) yang merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yang 

mencakup tiga aspek utama yaitu mendidik individu, menegakan keadilan dan 

kepentingan publik. Setiap tujuan terdiri dari beberapa indikator yang berasal dari 

laporan tahunan perbankan syariah dan masing-masing indikator diberi bobot 

tertentu  sebagaimana telah ditentukan dalam studi terdahulu.  

Oleh karna itu, Maqasid Syariah Index yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk kedalam indeks komposit berbasis konten (Content Based Index) karena 

dibentuk dari kombinasi dari beberapa indikator yang diolah berdasarkan konsep 

dan teori yang telah ada. Indeks ini bukan merupakan data yang secara langsung 

tersedia dalam laporan keuangan, melainkan hasil kontruksi peneliti 

berdasarkanpendekatan konseptual yang dikembngkan oleh para ahli. Hingga saat 

ini MSI belum secara resmi digunakan oleh lembaga regulator keuangan seperti 

OJK atau Bank Indonesia, sehingga perhitungannya bersifat akademik dan 

digunakan dalam konteks penelitian (Kholid & Bachtiar, 2015).  

Berikut akan disajikan mengenai penjelasan pengukuran kinerja Maqasid 

Syariah Index dan bobot dari setiap tujuan dan elemennya pada tabel 3.3 dan 3.4 
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Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Maqasid Syariah 

Konsep 

(Tujuan) 

Dimensi Elemen Rasio Kinerja 

 

 

 

 

Mendidik 

Individu 

 

D1. Kemajuan 

pengetahuan 

E1.Bantuan 

pendidikan 

R1.Bantuan pendidikan/total 

biaya 

E2.Penelitian R2.Biaya penelitian/total biaya 

D2.Peningkatan 

keahlian 

E3.Pelatihan R3.Biaya pelatihan/total biaya 

D3.Meningkatkan 

kesadaran akan 

bank syariah islam 

 

E4.Publikasi 

 

R4.Biaya promosi/total biaya 

 

 

 

 

Membangun 

Keadilan 

 

 

 

 

 

 

D4.Kontrak yang 

adil 

E5.Fair Return R5.Laba bersih/total 

pendapatan 

D5.Jasa dan 

produk yang 

terjangkau 

E6.Harga yang 

terjangkau 

R6.Total pembiayaan & 

piutang bersih/total 

pembiayaan&piutang 

 

D6.Menghilangkan 

ketidakadilan 

 

E7.Produk 

bebas bunga 

 

R7.Pendapatan bebas 

bunga/total pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

Kepentingan 

Publik 

D7.Profitabilitas E8.Rasio laba R8.Laba bersih/total aset 

D8.Distribusi 

pendapatan dan 

kesejahtraan 

E9.Pendapatan 

individu 

R9.Zakat/Laba Bersih 

D9.Investasi dalam 

sektor riil 

E10.Rasio 

investasi di 

sektor riil 

R10. Total investasi sektor 

riil/total aset 

Sumber: Mohammed et al. (2008) 
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Tabel 3. 4 Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen 

 

Tujuan 

Bobot 

Tujuan (%) 

  

Elemen 

Bobot 

 Elemen (%) 

 

 

T1. 

Pendidikan 

 

 

30 

E1. Bantuan Pendidikan 24 

E2. Penelitian 27 

E3. Pelatihan 26 

E4. Publikasi 23 

Total 100 

 

T2. 

Keadilan 

 

41 

E5. Fair Return 30 

E6. Distribusi Fungsional 32 

E7. Produk Bebas Bunga 38 

Total 100 

 

T3. 

Kesejahtraan 

 

29 

E8. Rasio Laba 33 

E9. Transfer Pendapatan 30 

E10. Rasio Investasi Sektor Riil 37 

Total 100 

Total 100   

Sumber :Mohammed & Taib (2015) 

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengukur kinerja Maqasid 

Syariah Index berdasarkan penelitian  adalah sebagai berikut: 

3.3.1.1 Menghitung Dan Menentukan Rasio Kinerja 

Melakukan perhitungan rasio kinerja untuk masing-masing bank syariah. Rasio-

rasio yang dihitung adalah sebagai berikut: 

a. Mendidik Individu 

Bantuan Pendidikan  = Bantuan Pendidikan / total biaya 

Penelitian  = Biaya Penelitian / total biaya 

Pelatihan = Biaya Pelatihan / total Biaya  

Publikasi  = Biaya Promosi / total Biaya 

b. Membangun Keadilan 

Fair Return = Laba Bersih / total pendapatan 

Distribusi Fungsional = Total pembiayaan dan piutang bersih / total 

    pembiayaan dan piutang 
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Produk Bebas Bunga = Pendapatan bebas bunga / total pendapatan    

c. Kepentingan Publik 

Rasio Laba = Laba bersih / Total Aset 

Pendapatan Individu = Zakat / Laba bersih 

Rasio Investasi di Sektor Riil = Investasi sektor riil / total Aset 

3.3.1.2 Menentukan Peringkat Dari Bank Syariah Berdasarkan Indikator 

Kinerja 

a. Mendidik individu (Tujuan Pertama) 

IK(T1) = ( W1.1 x E1.1 x R1.1) + (W1.1 x E2.1 x R2.1) + (W1.1 x E3.1 x R3.1) +   

(W1.1 x E4.1 x R4.1) 

Keterangan: 

T1 = Tujuan Maqasid Syariah pertama (mendidik individu) 

W1.1 = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama 

E1.1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama dan tujuan pertama 

E2.1 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua dan tujuan pertama 

E3.1 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga dan tujuan pertama 

E4.1  = Bobot rata-rata untuk elemen keempat dan tujuan pertama 

R1.1  = Rasio kinerja untuk elemen pertama dan tujuan pertama 

R2.1 = Rasio kinerja untuk elemen kedua dan tujuan pertama 

R3.1 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga dan tujuan pertama 

R4.1 = Rasio kinerja untuk elemen keempat dan tujuan pertama 
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Sehingga untuk Indikator Kinerja (IK)dan Tujuan Pertama (T1) yaitu: 

 IK( T1) = IK1.1+ IK2.1+ IK3.1 + IK4.1 

Dimana: 

IK1.1  = W1.1 x E1.1 x R1.1 

IK2.1  = W.1.1 x E2.1 x R2.1 

IK3.1  = W1.1 x E3.1 x R3.1 

IK4.1  = W1.1 x E4.1 x R4.1 

 

b. Menegakkan keadilan 

IK(T2) = IK1.1 + IK2.2 + IK3.2 

Dimana: 

IK1.2 = W2.2 x E1.2 x R1.2 

IK2.2  = W2.2 x E2.2 x R2.2 

IK3.2 = W2.2 x E3.2 x R3.2 

 

c. Kepentingan Publik (Tujuan Ketiga) 

IK (T3) = IK1.3 + IK2.3 +IK3.3 

Dimana: 

IK1.3  = W3.3  x E1.3  x R1.3 

IK2.3  = W3.3 x E2.3 x R2.3 

IK3.3 = W3.3  x E3.3 x R3.3 

 

d. Menentukan Index Maqasid Syariah 

Tahapan ini melibatkan penjumlahan semua indikator kinerja dari 

tujuan pertama hingga tujuan ketiga sesuai dengan kalsifikasi elemen untuk 

menentukan peringkat tertinggi dari bank syariah. Rumus untuk 

menghitung Index Maqasid Syariah( IMS) adalah sebagai berikut: 

IMS = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3) 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen) yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Dewan Komisaris (X1) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, dewan 

komisaris merupakan bagian dari struktur perseroan yang memiliki peran untuk 

melakukan pengawasan secara menyeluruh maupun terbatas sesuai ketentuan 

dalam anggaran dasar, serta memberikan saran kepada direksi dalam menjalankan 

kegiatan perusahaan. Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 55/POJK.03/2016, setiap bank wajib memiliki jumlah anggota dewan 

komisaris paling sedikit tiga orang dan tidak boleh melebihi jumlah anggota 

direksi(Muttakin & Ullah, 2012) 

Dewan Komisaris = ∑ Dewan Komisaris  

  

b. Dewan Pengawas Syariah (X2) 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas dalam memberikan 

nasihat dan saran kepada direksi agar direksi tetap berada dijalur kepatuhan serta 

mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016. Dalam penelitian ini DPS diukur 

dengan menjumlahkan seluruh jumlah anggota DPS (Mollah & Zaman, 2015)  

Dewan Pengawas Syariah =  ∑ Anggota DPS 

 

c. Dewan Komisaris Independen (X3) 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain 

dan/atau pemegang saham pengendali, atau, tidak ada hubungan dengan Bank yang 

dapat mempengaruhi kemampuan komisaris untuk bertindak secara independen 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016). 
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Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini diukur dengan membagi 

jumlah dewan komisaris independen dengan total seluruh anggota dewan 

komisaris(Muttakin & Ullah, 2012). 

Jumlah Dewan Komisaris Independen

Total Jumlah Dewan Komisaris
 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang berperan dalam menyesuaikan 

atau mengendalikan faktor-faktor tertentu agar tidak memengaruhi hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, variabel ini 

dijaga tetap konstan sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen dapat dianalisis tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan umur perusahaan.  

a. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dihitung berdasarkan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan Log natural total 

aset (Pribadi, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan 

adalah: 

Ukuran Perusahaan = Log Natural Total Aset 

b. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan Umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu 

perusahaan beroperasi sejak didirikan hingga saat ini. Perusahaan yang telah 

beroperasi dalam jangka waktu yang panjang umumnya memiliki pengalaman lebih 

dalam menghadapi persaingan serta mengelola berbagai tantangan industri. Untuk 

mengukur umur perusahaan adalah: 

LN =  (Tahun Penelitian - Tahun Perusahaan Berdiri) 
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Tabel 3. 5 Operasional Variabel 

No Variabel Pengukuran 

 

1 Kinerja keuangan 

Maqasid Syariah 

(Mohammed et al., 

2008) 

 

IMS = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3) 

2 Dewan Komisaris 

(Kholid & 

Bachtiar, 2015) 

 

Dewan Komisaris = ∑ Dewan Komisaris 

3 Dewan Pengawas 

Syariah 

(Kholid & 

Bachtiar, 2015) 

 

DPS = ∑ Anggota DPS 

4 Dewan Komisaris 

Independen 

(Agustina & 

Maria, 2017) 

 
Jumlah Dewan Komisaris Independen

Total Jumlah Dewan Komisaris
 

6 Ukuran 

Perusahaan 

(Pribadi, 2018) 

 

Ukuran Perusahaan = Log Natural Total Aset 

 

7 Umur Perusahaan 

(Ansori & Fajri, 

2018) 

 

 

Umur Perusahaan= (Tahun Penelitian – Tahun perusahaan 

Berdiri) 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami literatur, publikasi, buku, 

jurnal serta sumber-sumber data lainnya yang dibutuhkan dan dapat menunjang 

penelitian ini. 

3.5. Metode Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi data panel serta pengujian hipotesis. Pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan Stata versi 17. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode pengolahan dan penyajian data yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai data 

tersebut. Teknik ini mencakup penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau 

melalui ukuran-ukuran seperti rata-rata, median dan standar deviasi. Statistik 

deskriptif berperan dalam meringkas serta menjelaskan data sehingga lebih mudah 

dipahami, tanpa menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi (Ghozali, 

2018). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.5.2.1 Uji Normalitas Residual 

Tujuan dari uji normalitas residual adalah untuk menentukan apakah nilai 

residual dari regresi yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi data 

yang terdiri dari sejumlah besar titik data yang tersebar secara merata di sekitar 

nilai rata-rata dengan deviasi standar yang seragam dikenal sebagai distribusi 

normal (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dianggap 

berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi < 0,05 maka hal ini menunjukan 

bahwa data tidak berdistribusi normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model korelasi (Ghozali, 

2018). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan 

menghitung Variance Inflation Factor (VIF) menggunakan rumus berikut:  

VIF
1

Tolerance
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Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel bebas; 

sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel bebas. 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis yang 

menggabungkan data  time series dan cross section untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis data panel 

digunakan karena data yang dianalisis mencakup beberapa perusahaan (Bank 

Umum Syariah) selama beberapa tahun pengamatan (periode 2021–2023), 

sehingga sesuai dengan karakteristik data panel. 

Tujuan dari penggunaan regresi data panel adalah untuk menguji seberapa besar 

pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan 

Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Independen,  serta dua variabel kontrol yaitu 

Ukuran Perusahaan (Size) dan Umur Perusahaan (Age) terhadap variabel dependen 

yaitu Maqasid Syariah Index (MSI). Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

MSI = a + b1DK  + b2DPS + b3DKI + b4SIZE + b5AGE  + e 

 

Dimana: 

MSI = Maqasid Syariah Index 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

DK = Dewan Komisaris 

DPS = Dewan Pengawas Syariah 

DKI = Dewan Komisaris Independen 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

AGE = Umur Perusahaan 

e = Error 
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Terdapat tiga model utama dalam regresi data panel yang digunakan sebagai 

pendekatan dalam menentukan model terbaik, yaitu: 

a. Common Effect Model (CEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa data panel bersifat homogen, sehingga 

tidak mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antar individu 

(perusahaan) maupun waktu. CEM sama seperti regresi OLS biasa. 

b. Fixed Effect Model(FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar 

perusahaan, namun karakteristik tersebut tetap atau tidak berubah selama 

periode pengamatan. FEM memperhitungkan efek individual masing-

masing entitas (bank) dalam regresi. 

c. Random Effect Model (REM) 

Berbeda dengan FEM, REM mengasumsikan bahwa efek individual 

perusahaan bersifat random dan tidak berkorelasi dengan variabel 

independen. Model ini digunakan apabila data bersifat acak dan variabel 

individual dianggap sebagai bagian dari gangguan. Estimasi pada REM 

dilakukan dengan metode Generalized Least Square (GLS), yang dirancang 

untuk menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias, dengan 

mempertimbangkan adanya heterogenitas dalam data panel. Metode ini 

sangat cocok digunakan ketika variabel individual bersifat acak dan tidak 

berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model. 

3.5.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang 

umum digunakan untuk mengestimasi model, yaitu Common Effect Model (CEM), 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model 

yang paling sesuai sangat penting dilakukan agar estimasi parameter menjadi 

akurat, efisien, dan tidak bias. Langkah awal dalam menentukan model terbaik 

adalah dengan melakukan uji Chow, yang bertujuan untuk membandingkan 

common effect model dan fixed effect model. Jika hasil uji Chow menunjukkan nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (p-value < 0,05), maka 
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dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model lebih tepat digunakan dibandingkan 

dengan Common Effect Model. 

Setelah itu, jika model Fixed Effect Model dinyatakan lebih baik, maka dilakukan 

uji lanjutan berupa uji Hausman untuk membandingkan Fixed Effect Model dengan 

Random Effect Model. Apabila nilai signifikansi pada uji Hausman lebih kecil dari 

0,05, maka digunakan Fixed Effect Model. Namun jika p-value lebih besar dari 

0,05, maka model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect Model. Selain 

itu, untuk mengetahui apakah Common Effect Model lebih tepat dibandingkan 

Random Effect Model, dilakukan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM 

test). Jika hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka Random 

Effect Model lebih layak digunakan dibandingkan Common Effect Model. 

3.6. Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefesien Determinasi (R2) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 

dalam permodelan. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang diukur 

melalui nilai adjusted R². Adjusted R² digunakan karena jumlah variabel 

independen dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilai adjusted R² berada antara 0 

dan 1. Jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,5, maka model yang digunakan 

dianggap cukup dapat di andalkan dalam membuat estimasi. Nilai adjusted R² yang 

lebih tinggi menunjukkan bahwa model tersebut lebih efektif dalam menjelaskan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ika nilai 

adjusted R² semakin rendah, maka model tersebut dianggap kurang mampu dalam 

menjelaskan variasi pada variabel dependen. 
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3.6.2 Uji F ( Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara 

simultan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian uji F adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai signifikan < 5% maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikan > 5% maka artinya tidak ada pengaruh signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

3.6.3 Uji T (Uji Parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan < 5% maka variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan > 5% maka variabel independen secara individual tidak 

memiliki pengaruh  terhadap variabel dependen. 

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai t-hitung dan t-tabel. Jika t-

hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen(hipotesis nol diterima). Dan 

jika sebaliknya t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen(hipotesis nol ditolak).  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh 

Islamic Corporate Governance terhadap kinerja Maqasid Syariah Index pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2021 hingga 2023. Hasil statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa nilai Maqasid Syariah Index yang dicapai oleh 

bank-bank umum syariah dalam periode penelitian tergolong rendah, dengan nilai 

minimum sebesar 12,71 dan maksimum 23,81. Rendahnya nilai MSI ini 

memperkuat pandangan bahwa mayoritas bank umum syariah di Indonesia masih 

belum menjadikan Maqasid Syariah Index sebagai ukuran kinerja utama. Sebagian 

besar bank masih lebih fokus pada pencapaian kinerja keuangan seperti ROA dan 

ROE yang penilaiannya sama dengan bank konvensional. Berdasarkan hasil 

analisis data panel dengan Random Effect Model, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Maqasid Syariah Index. Hal 

ini menunjukan bahwa jumlah Dewan Komisaris, baik itu banyak maupun 

sedikit, tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pencapaian 

tujuan Maqasid Syariah pada bank syariah. Salah satu kemungkinan yang 

dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa peran Dewan Komisaris dalam 

praktiknya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring 

secara optimal terhadap jalannya aktivitas manajemen bank.  
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2. Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap Maqasid 

Syariah Index. maka dapat diartikan bahwa jumlah Dewan Pengawas 

Syariah yang lebih sedikit justru akan dapat mendorong peningkatan kinerja 

Maqasid Syariah dibandingkan dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah 

yang lebih besar. Kondisi ini menunjukan bahwa jumlah anggota DPS yang 

lebih besar belum tentu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian 

tujuan Maqasid Syariah . Salah satu kemungkinan penyebab dari pengaruh 

negatif ini adalah efektivitas kerja Dewan Pengawas Syariah yang justru 

menurun ketika jumlah anggotanya terlalu banyak, yang dapat 

menimbulkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dan 

pengawasan operasional. 

3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja Maqasid 

Syariah Index. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Dewan Komisaris 

Independen memiliki peran penting secara teori dalam mengawasi 

manajemen agar tetap berada dalam jalur kepatuhan, keberadaannya tidak 

cukup kuat atau tidak mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

pencapaian kinerja Maqasid Syariah dalam bank syariah selama periode 

penelitian.  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti selanjutnya yang dapat dipertimbangkan: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain 

seperti kepemilikan institusional, Dewan Direksi, Rapat Dewan Komisaris 

dll agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-

faktor yang memengaruhi pencapaian Maqasid Syariah   

2. Memperluas cakupan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih 

komprehensif dan mencerminkan tren jangka panjang, sehingga akan 

memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap dinamika kinerja 

Maqasid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia. 
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